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TENTANG
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KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang

Mengingat 1.

TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwaprogramjaminanKesehatanbagimasyarakatmiskinadalah
merupakan salah ,"iu up"v" peme.rintah untuk menjamin memberikan

perlindungan repaoa- p"nororx miskin terhadap pelayanan masyarakat

melalui pr-ogram Jaminan Kesehatan Daerah;

U"rt*" dar"-* rangra meningkatkan akses masyarakat miskin di Kabupaten

Halmahera Barat ternadap-pelayanan kesehaian, maka perlu ditetapkan

Jumtah fepesertain malyarrflt miskin yang diikut sertakan dalam

program Jaminan Kesehatan Daerah;

bahwa berdasarkan p",ti,o",gan sebagaimana dimaks.ud pada huruf a

danb,perlumenetapkan-KeputusanBupatitentangPenetapan
Kepesertaan ,"ty"t"ri[ miskin 

'ry9S9' 
Jaminan Kesehatan Daerah

Ka'bupaten Halmahera Barat Tahun 2O17;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-

;ffi; floroi Zi-Oarr"t Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Swatantra fi"gX;i ll O"lry Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I

Maluku menjadi Undang-undang;
il;#;ffiH* ffi; ;6 r;ri,t 1?9q !"t1y.fiTb"1':S:^:,.Tl::l
Maluku Utara, XaOrpaten Buru dan Kabupaten Maluku IAgSI1::'"ttvlalul\u vfqt q, I \sversfvr

sebagaimanatelahJirorn{enganyll'ls-Yl-d:ry-Ig:13.f ry:i:t-l3 i;;6-;il;;; N";;ir iarr-u1 2oo3 ten1a1-s.e-ey!::1*:: 5i?:fi::
il;i#X";;"ili."r,'-rrbupaten Halmahera Selitan Kabupaten Kepulauan

- -r: h-^..:--:l

sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsil

Maluku Utara;
4. unorng_rndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

S. Undan!-undani Nomor 33 Tahun 2004 tntang Perimbangan Keuangangan

antara Femerintahan Pusat dan Daerah;

6. -ndang-unoang-r,lomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial

Nasional;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
g. Undan!-unOani Uom or 24 Tahun 2011 tntang Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

10. peratuin Pemeiintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peratutan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangang Daerah;
12. peratuian Femeritai't No*o;. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

13. peraturan pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 
.

14. Peraturan presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan.dan

Pemanfaat"n O"n" Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas

Kesehatan Tingiat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan fvfenleil Salam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar

Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Per

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional paoa Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
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17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan

rcesenatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan

Dana Kapitasi 
- i"rinrn Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan

Kesehatan o"n orirngan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmnera Barata Nomor 6 Tahun 2016

tentangPembentukandanSusunanPerangkatDaerahKabupaten
Halmahera Barat; ^ ?^L..- ',^{F

20. Peraturan paeran Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016

tentang nnggarin penJipatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahra

Barat Tahun Anggaran 2O17;

21. peraturan guplfi Halmhera Barata Nomor 11 Tahun 2016 tentang

penjabaran nng*g"i; iendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Halmahera Bara[ Tahun Anggaran 2017 ;

l.PerjanjianKerjasamaantaraPemerintahKabupate-nHa]maheraBaratdan
Badan penyelffi"Llrrin"n sosiat Kesehatan cabang Temate Nomor:

440t5077t2016 ;;; Nomor : 140/KTRX-05/2016 tetang Kepes:rtaan

ProgramJaminanKesehatanNasionalBagiPendudukyangDidaftarkan
Ole[ Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat'

2. Surat Kepala Oinat kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor :

44}t276gl20ro-tentang Usulan Pembiayaan shering 30o/o Jamkesda

Terintegrasi JKN Tahun 2017'

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kepesertaan masyarakat miskin. progra1 Jaminan

Kesehatan Oaeian (Jamkesda) Kabupaten - 
Halmahera Barat Tahun

ioii,seuagaimana tdrcantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kepesertaan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum

Kesatu, hanya iirr"r, 1 (satu) Tahun Anggaran. dan pada akhir . Tahun

Anggaran ditakuian kembali. pemutakfiir-an data Penduduk miskin di

KabupatenHalmaheraBaratyangdipergunakanuntukprogranTahun
berikutnYa.
Jumlah peserta masyarat miskin progran Jaminan Kesehatan Daerah

ilrrf"rlr) Tahun 2017 sebagaimani dimaksud Diktum kesatu, dengan

skema p"*Oryron-irt n Jailkesda kepada -?lJS 
sebagai berikut :

700/o x 18.272 t'r"trrjumlah peserta BPJS) = 12.790 x Rp' 23'000 x 12 bln

- Rp. 3.530.040.000,-. , - -,----..^ t ^-..r,,-^h i
Segala biaya V"ng iirOul sebagai akibat dikeluarkannya 

-Keputusan 
ini'

dibebankan p..,i" inggaran Peniapatan Bendapatan dan Belanja Daerah

tnp3Ol XaOupiten H-aimanera Barat Tahun Anggaran 2017 Pos Anggaran

binrt Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : t& SQnuari 2011

Buparr HATMAHERA BARAT,

Tembusan DisamPaikan.lSe.Pada : ^i@almahera Barat di Jailoloa'

2 yil. inJpeXtur lnspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo'

5. vtn. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat diJailolo,

a. vtn. efpfO Kabupaten Halmahera Barat diJailolo'
S. Vif'. kepata Dinad Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

6. Puskesmas se- Kabupaten Halmahera Barat diJailolo''


